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1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,
dapat disimpulkan bahwa aksesibilitas menuju kawasan wisata Pantai
Labuang Baruak di Kabupaten Pesisir Selatan belum sepenuhnya memadai,
khususnya dari segi kondisi infrastruktur jalan, ketersediaan sarana
transportasi, serta fasilitas pendukung yang menunjang kenyamanan dan
keselamatan wisatawan. Kondisi tersebut berdampak pada belum
optimalnya pemanfaatan potensi wisata Pantai Labuang Baruak sebagai salah
satu destinasi unggulan daerah. Peran Dinas Pariwisata dan Olahraga
Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan aksesibilitas kawasan wisata
Pantai Labuang Baruak telah dilaksanakan melalui perencanaan program
pengembangan pariwisata, pembinaan kelompok sadar wisata, serta upaya
koordinasi dengan instansi terkait. Namun demikian, pelaksanaan peran
tersebut belum berjalan secara optimal karena masih dihadapkan pada
berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi
lintas sektor, serta belum terintegrasinya pembangunan aksesibilitas dengan
kebijakan infrastruktur daerah secara menyeluruh.

Ditinjau dari perspektif siyasah maliyah, peran Dinas Pariwisata dan
Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan dalam pengelolaan aksesibilitas kawasan
wisata Pantai Labuang Baruak belum sepenuhnya mencerminkan prinsip
keadilan (al-‘adalah), kemaslahatan umum (al-maslahah), transparansi (as-
syufufiyyah), dan akuntabilitas (al-muhasabah). Hal ini terlihat dari belum
meratanya manfaat pembangunan aksesibilitas bagi masyarakat sekitar,
keterbatasan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran, serta belum
optimalnya pengawasan dan evaluasi terhadap kebijakan yang telah
dilaksanakan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan peran pemerintah

daerah agar pengelolaan aksesibilitas kawasan wisata benar-benar
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berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan sesuai dengan prinsip-
prinsip siyasah maliyah.
1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar Pemerintah Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan, dan
Olahraga dapat memperkuat perannya sesuai amanat Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dengan mempercepat
pembangunan dan perbaikan akses jalan menuju Pantai Labuang Baruak,
penyediaan sarana transportasi, serta fasilitas umum pendukung demi
meningkatkan kenyamanan dan keselamatan wisatawan. Dalam pengelolaan
anggaran pariwisata, pemerintah daerah perlu lebih konsisten menerapkan
prinsip-prinsip  siyasah maliyah, khususnya keadilan (al-‘adalah),
kemaslahatan umum (al-maslahah), transparansi (as-syufufiyyah), dan
akuntabilitas (al-muhasabah), antara lain dengan membuka akses informasi
publik terkait perencanaan dan alokasi ~anggaran serta melibatkan
masyarakat dalam proses evaluasi kebijakan. Selain itu, pemberdayaan
masyarakat lokal perlu ditingkatkan tidak hanya melalui Kelompok Sadar
Wisata (Pokdarwis), tetapi juga dengan melibatkan masyarakat secara lebih
luas dalam pengelolaan homestay, kuliner lokal, dan jasa transportasi
menuju kawasan wisata sebagai upaya pemerataan manfaat ekonomi. Untuk
mengatasi  keterbatasan anggaran dan meningkatkan efektivitas
pembangunan, Dinas Pariwisata juga perlu memperkuat koordinasi lintas
sektor dengan Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, serta pihak swasta agar
pembangunan aksesibilitas berjalan terintegrasi dan berkelanjutan. Di
samping itu, strategi promosi wisata Pantai Labuang Baruak hendaknya tidak
hanya menonjolkan daya tarik alam, tetapi juga berbasis aksesibilitas dengan
menyediakan informasi yang mudah diakses oleh wisatawan, seperti peta
digital, informasi jalur wisata, dan sarana transportasi, sehingga dapat
meningkatkan minat kunjungan dan mendukung terwujudnya kemaslahatan

masyarakat secara luas.
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